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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUS]I BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

-PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUS| BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/S/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19592 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [t dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan
{ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Instruksi .Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin {(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012-2017 {Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
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Musi Banyuasin.
Indikator Kinerja Utama (iKU) adalah merupakan Acuan Ukuran Kinerja oleh masing-
masing unit kerja dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Musi

Banyuasin.

Indikator Kinerja Utama disingkat IKU, adalah Acuan Ukuran Kinerja tahunan daerah
yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkat RPJM Kabupaten Musi Banyuasin
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2012-2017.

BAB Il
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana tercanium dalam lampiran peraturan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinefja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2012-2017;

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar menyusun
Indikator Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing, dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan oleh
Pimpinan SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD;

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar
menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan
sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua;

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setiap akhir
tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan
kepada Bupati Musi Banyuasin ¢.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi
Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

Datam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini,
Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin diberikan tugas untuk :

a) Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kinerja;

b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada
Bupati Musi Banyuasin. :



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus dijadikan tolok
ukur terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Isi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU} Pemerintah Kabupaten yang merupakan
lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal

BUPATI MUSI BANYUAZIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

,_/“

H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR : 3(;4}



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PER!ODE 2012 -2017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR  :
TANGGAL :

Urusan Pemerintahan /

Sasaran

Prioritas Indikator Kinerja Satuan SKPD Penangguhgjawab Keterangan
1 2 3 4 - 5 _ 6. I A
1 |Pertanian 1.1.1 |Meningkatnya hasil produksi 1 |Produktivitas padi pertahun ton/ha  [Distanak, BP2tanihut Produktivitas padl pertahun adalah produksi tanaman padi per tahun
pertanian, perkeblinan dan o ) nadi N
perikanan yang mendukung 2 |Produktivitas jagung pertahun tontha Produktivitas jagung pertahun adalah produks! tanaman fagung pér
ketahanan pangan _ | faman 1adi ffhay,
2 |Ketahanan Pangan 3 |Penguatan cadangan pangan % per |BKP Adalah Jumlah cadangan pangan kabupaten dibagi dengan 100 tor
tahun dikalikan 100%.
4 |Skor pola pangan harapan % Adalah jurslah énergi dari setiap komoditas pangan dibagi dengan
(PPH} S angka kecukupan gizi dikalikan 100%.
3 [Pertanian 1 {Produksi daging pertahun ton per | Distanak Untuk ménghitung capaian kinerja adatah jumiah realisasi produk5|
_ tahun daging (ton} per tahun dibagi targét produksi pertahun,
2 {Produksi telur pertahur ton per Untuk menghituhg capaian kinerja adalah jumiah realisas: produk5| felur
tahun (ton) per tahun dibiagi target produksi periahun.
4 {Kelautan dan Perikanan 3 [Produksi perikanan pertahun ton per | Dinhas Perikanant Untuk menghitung capaian kinerja adalah jumiah realisasi produksi ikan
) tahun | (ton) per tahun dibagi target produksi pertahun. —
5 |Koperasi dan Usaha 1.2.1 |Berkembangnya koperasi, 1 |Koperasi aktif % Dinas Koperasl dan Pasar Adalah jumlah koperast yang akiif dibagi déngan jumiah seluruh
Kecil Menengah usaha kecll, dan menengah koperas! dikalikan 100 %. .
. e 2 {Jumlah ysaha mikro dan kecil unit Adalah umlah usaha mikro dan keécii yang | masm beraktm:as
6 |Pemberdayaan 1.2.2 |Meningkatnya pemberdayaan 1 |Lembaga Pemberdayaan % BPMPD Adalah jumlat LPM berprestasi st dibagi déngan jumiah seluruh LPM
Masyarakat dan Desa masyarakat desa Masgyarakat yang aktif dikalikan 100 %. _
2 |PKK aktif klpk Adalahjumlah PKK yang akfif dibagi dengan jurnlah selutuh PKK
, ] dikalikan 100%. .

3 |Cakupan desa siaga aktif % Adalah jumlah desa siaga yang aktif di satil wilayah pada kurun waktu
tertentu dibagi dengan jumiah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah
pada kurlin waktu tertentu dikalikan 100%. Indikator kinerja ini juga
menjadi salah satu alat ukur kinerja Dinas Kesehatan sesuai yang &da
dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

7 |Perindustrian 2.1,1 |Berkembangnya industri kecil 1 |Pertumbuhan Industri kecil dan % Dinas Perindustrian dan Adalah jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dikurangl jumtah
dan menengah yang menengah Perdagangan industri kecil dan menengah tahun lalu dibagi dengan jumlah industri
mendukung peningkatan nilai kecii dan menengah sampai dengan tahun lalu dikalikan 100%.
investasi daerah ) . .
2 [Kapasitas Produksi Industri % Adalah jumlah produksi industri kaci! dan menengah dalam setahun
Kecil dan Menengah per tahun dibagi dengan jumiah produksi industri kecit dan menengah seharusnya
) o . dikalixan 100%. ) _
8 |Penanaman Modal 3 [Peningkatan Nilai Investasi % Badan Pelayanan Perizinan  |Adalah nilat investasi industri kecil dan menengah tahun ini dikurgngi
Industri Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal dan  |nilai investasi industri kecit dan menengah tahun lalu dibagi dengan nilal
Bappeda investasi kecll dan menengah tahun laiu dikalikan 100%.
9 |Perdagangan 2.1.2 |Meningkatnya perlindungan 1 {Unit usaha vyang memiliki % Dinas Perindustrian dan Adaiah jumlah unit usaha yang memiliki perizinan dibagi dengan jutlah
konsumen dan pengamanan perizinan Perdagangan seluruh unit usaha dikalikan 100%,
perdagangan 2 |Cakupan bina kelompok % Adatah Jumlah pedagang/usaha informal yang dibina dibagi dengan

pedagang/usaha Informal

jumlah seluruh pedagan/usaha informal dikalikan 100%.




10 |Ketenagakerjaan 2.1.3 [Meningkathya kapasitas Angka partisipasi angkatan kefja %o Dinas Sosial, Tenaga Kerja Adalah jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke &tas dﬁgl dengan
ketenagakerjaan dan dan Transmigrasi jumiah penduduk usia 16 tahun ke atas dikalikan +.000. Angka Ini
perlindungan tenaga kerja tmenggamberkan jumiat ahgkatan kerjé darl keseluruhan penduduk.

Pencari kerja yang ditempatkan % Adalah jumiah pecari kerja yang ditempatkan dibagn dengan junilah

— péncari keria yang terdaftar dikalikan 100%. _
Perigangguran terbiika % Adalah jumiah angkatan kerja yang benar—benar tldak bekerja dlbagl
) dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100%.

Kesetamatan kerja dah % Agalah jumnlah kasus yang diselesaikan dengan pefjanjian bersama (PB)

hubungan industrial yang baik perjanjian bersama yang dibuat secara persaorangan/ individual

harmonis atau perjanjtan bersama massal dibagi dengan jumiah kasus yang
dicatatkan di insiansi yang bertanggung jawab di bidang
kétenagakerjaan dikalikan 100%.

11 |Kebudayaan 2.21 [Meningkatnya periindungan Bends, Situs dan Kawasan % Dinas Peémuda, Olahraga dan |Adatah Jumiah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

budaya lokat Cagar Budaya yang dilestarikan Pariwisata dilestarikan dibagi Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
. yang dimiliki pemda dikalikan 100%.
Jumiah sanggar senl dan kipk Jumilah sanggar senl dan budaya yang aktlf berkreatifitas.
budaya yang aktif . |

12 |Pariwisata 2.2.2 |Meningkatnya kualitas Kunjungan wisatawan orang/ |Dinas Pemuda, Olahraga dan [Adalah jumlah wisatawan domestik dan manca negara dalam setahun.

pariwisata daerah tahun [ Pariwisata . I
Tempat wisata terpalitiara setiap % Adalah jumlah témpat wisata yang terpelihara dengan baik dibagl
- fahun, _ i dengan jumiak seéluruh tempat wisata dikalikan 100%.

13 |Pekerjaan Umum 3.1.1 [Meningkatnya kualitas sarana Proporsi panjang jaringan jalan % Dinas PU BM Adalah panjang Jalan kondisi baik/hotmik (km) dibagi dengan panjang
dan prasarana jalan dengan kondisi baik jalan keseluruhan (km) dikalikan 100%.

Jalan penghubung dari ibuikota Km Adalah panjang jalan pénghubung dari ‘tbukota kecamatan ke kawasan
kecamatan ke kawasan pamukiman penduduk yang tersedia dalam kondis! baik. tintuk
pemukiman penduduk menghitung capaian adalah membandingkan antara panjang jaiah
penghubung yang tersedis dengan kebutuhan,

Jumlah jembatan dangan unit Adalah jumtahy uni{ Jembatan dalam kondis! baik &8sual standar PU.
kondisi baik terpelihara setiap Untuk menghitung capaign adalah membandingkan jembatan kondis!
tahun. baik dengan séluruh jembatan yang ada.
Proporsi panjeng jalan yang % Dinas PU CKP Adalah panjang [alan yang memiliki trotoar dan dreinase (km) dibagl
memiliki trotoar dan drainasef dengan panjang seluruh jatan kabupaten {km) dikalikan 100%.

1 saluran pembuangan alr . o

14 |Pérumahan 3.1.2 |[Meningkatrya kualitas Persentase rumah layak huni % Dinas PU CKP Adalah jumiah Rurnah Layak Huni dibagl dengan jumlah seluruh rumah
tingkungan pemukiman ) . [dikalikan 100%.
masyarakat Rumah tangga pengguna air % {Adalah | Jumlah Ruman T¢ Tangga pengguna Air Bersih dibagi dengan

bersih jumiah Seluruh Rumah Tangga dikalikan {00%.
Perseniase Penduduk berakses % Adalah jumiah pandudilk berakses air finum d:bagn dengan jumIah
air minum e penduduk dikalikan 100%. —
Rumah tangga pengguna listrik % Dinas Pertambangan dan Adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumiah
Energl seluruh rumah tangga dikalikan 100%.
15 [Penataan Ruang Rumah ber-IMB % Dinas PU CKP Adalah Jumiah rumah ber-IMB dibagi dengan Jumlsah seluruh rumah
, ) dikalikan 100%.
Persentase ruang terbuka hijay % PU CKP dan Bappeds Adalah luas ruang térbuka hijau dibagt dengan luas wilayah ber-

per satuan luas wilayah ber
HPL/HGE

HPL/HGE dikatikan 100%.




16 jPerhubungan 3.1.3 |Meningkatnya kuatitas sarana 1 [Rasle ijin trayek per Dinas Perhubungan Adalah jumlah izin trayek yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah
dan prasarana perhubungan - enduduk enduduk.
2 |Kepemilikan KIR angkutan unit Adalah jumlah angkutan Umum yang tefah memenuni persyaratan KIR. |
Wi Untuk menghitung capalén adalah membandingkan angkutan umum
yang mermiliki KIR dengan jumlah keseluruhan afigkutan umum,
3 |Jumizh rambu-rambu yang unit Jumiah rambuy-rambu yang tersedia datam kondisi baik atau sesuat
tersedia dalam kondisi balk standar perhubungan. Untuk menghitung capaian adalah
membandingkan jurlah rambu-rambu yang fersedia dengan Jurlah
o _ . o kebutuhan rambu-ramby $esuai peraturan.
17 |Kemunikasi dan 3.1.4 [Meningkatnya kualitas sarana 1 |Jumilah jaringan telekomunikasi titik Dinas Komunikasi dan Aadalah jumlahjaringan telekomunikasi yang terpasang dan berfungm
Informatika dan prasarana komunikasi dan Informatika denganbaik.
informatika 2 |Rasio wartetwamnet térhadap %o Adalah jumiah wartel/warnet dibagi Gengan Jumlah penduduk dikalkan
___|pendiiduk 1.000. _ —
3 |Cakupan desa yang menerima % Adalah jumlah desa yang meneruma informasl pembangunan dubagl
informasi pembangunan daerah deéngan jumiah $eluruh desa dikalikan 100%.
4 [Cakupan daerah yang dilayani kee. Adalah jumnlah desa yang mendapat layanan komunikasi dan informasi
I I komunikasi dan informatika barupa jaringan fadie.
18 [Ketransmigrasian 3.1.5 |Meningkatnya pengembangan 1 [Unit pemukiman transmigrasi % Dinas Sosial Tenaga Kefja dan]Adalah jumfah transmigran yang dibina dibagl dengan jurniah seturuh
wilayah transmigrasi (UPT} yang terbina Transmigrasi transmigran yang ada dikalkikan 100%,
2 |Jumiah transmigran yang kk Adalah jumiah transmigran yang dibina melalul kegsatan gosialisast,
__|terbing . i pelatihan atau bimbingah.
19 |Energi dan Sumbet 3.21 [Meningkatnya pengefolaan 1 |Desa mendapat alirén listrlk % Dinas Pertambangan dan Adalah jumiah desa yang telah dialiri Tistrik dibagl dengan jumtah seluruh
Daya Mineral sumberdaya energi dan mineral (Raslo etektrifikasi) Energi desa dikaliken 100%. _
daerah 2 |Persentase perusahaan % Adalah jumiah perusahaan pertambangah yang tertib peraturan
pertambangan yang tertib pertambangan dibagi dengan jumliah seluriih perusahaan pertambangan
__|peraturan . dltkatikan 100%.
3 {Persentase penambangan liar % 'Adalah luasan lahan pertambangan liar yang diterlibkan dibagt dengan
yang ditertibkan jumlah sefuruh lahan péitambangan liar yang ada dikalikan 100%.
20|Lingkungan Hidup 3.2.2 |Meningkatnya pelestarian 1 |Prosentase jumiah Lsaha % Badan Lingkungan Hidup dan {Adalan jumiah usaha dan/atau kegiatan yang mentaali persyaratan
lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang mentaati Penelitian Pengembangan administrasi dan teknis pencegahan pehcemaran air dibagi dengan
persyaraian administrasi dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasl dikalikan 100%.
teknls pencegahan pencemaran
air. —
2 |Prosentase jumiah Usaha % Adalah jumlah Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yéng
dan/atau kegiatan sumber tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan
bargerak yang memenuhi pencemaran utiara dibagi dengan jumiah usaha dan/atau kegiatan
parsyaratan administratif dan sumber tidak bérgerak yang potensial méncemarl udara yang tetah
teknis pancegahan pencemaran diinventarisasi dikalikan 100%.
udara.
3 |Prosentase |luasan lahan yang % Adalah |luasan lahan yang ditetapkan dan dilnformasikan status

ditetapkan dan diinformasikan
status kerusakan lahan dan/atay
tanah untuk produksi blomassa

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dibagi dengan
luasan lahan yang diperuntukan sebagal lahan darvatau tenah unituk
produksi biomassa dikalikan 100%. Luas lahan yang
diperuntukkan sebagal lahan dan/atau tanah urituk produksi biomassa
merupakan lahan yang diperuntukkan sebagal lahan pertanian, lahan
perkebunan dan kawasan hutan tanaman {produksi), serta ruang
terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota.




4 |Prosentase jumlah pengaduan % Adalah jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
dupaan pencemaran dan/atau dibagi dengan Jumiah pengaduan masyarakat yang diterima oleh
peérusakan lingkungan hidup instans! dalam setahuh dikalikan 100%.
yang ditindaklanjutl.

21 |Kehutanan 3.2.3 [Meningkathya perlindungan t [Rehabilitasi hutan dan lahan % Dinas Kehutanan Adalah luas hutan dan lahan kritis yang diréhablltasi dibagi dengan luas
kawasan hutan __|kritis . —— _|total hutan dart lahan Kritis dikalikan 100%.
2 |Kerusakan Kawasan Hutan % KPHP Adalah luas Kerusakan Kawasan Hutan dibagi dengan Luas Kawasan
N - o Hutan dikalikan 100 %. o .
22 |Pendidikan 4.1.1  |Meningkatnya mutu pendidikan | 1 |Jumlah kelompok permukiman Dinas Pendidikan Nasional Adalah jumiah SD/MI yang berjarak maks 3 km dari pemukiman
masyarakat permanen yang sudah dliayant penduduk dibagi dengan jumlah pemukiman dikalikan 100%.
SD/MI dalam jarak kiirang darl 3
km _ L L

2 |Jumlah kelompok permukiman % Adalah jumlah SMP/MT5 yang berjarak maks & k#ft dari pemukiman
permanen yang sudah dilayani penduduk dibagi dengan jumlah pemukimarn dikalikan 100%.
SMP/MTs dalam jarak kutang
dat 6 km o o _ |

3 [Jumiah SD/MI yang semua % Adalah jumlah SD/M! yang setiap rombongan belgjarnya maks 32 orang
rombongan belajar {rombel)nya dibagi dengan jumlah selliruh SD/ME dikatikan 100%.
tidak melebihi 32 orang

4 |Jumfah SMP/MTs yang semua % Adalah jumlah SMP/MTs yang setiap rombohgan belajarnya maks 36
rombongan belajar {rombel)rnya orang dibagi dengan jumiah seluruh SMP/MTs dikatikan 100%.
tidak melebihi 36 orang

§ |Jumiah SD/MI yang telah % Adatah jumlah SD/MI yang setiap rombongan bélajarya memeniuhi
memenuh; kebutuhah ruang kébutuhan ruang kélas, mejaskursi, dan papan tulis sesuai standar
ketas, meja/kursi, dén papan dibagl dengan jumlah séluruh SD/MI dikafikan 100%,
tulls untuk setiap rombel . . .

& |Jumiah SMP/MTs yang telah % Adalah jumiah SMP/MTs vang setiap rombangan belajarmya memenuhbl
memmenhuhi kebutuhan ruang kabutuhan ruang kelas, mejarkursi, dan papan tulis sesual standar
kelas, mejarkursi, dain papan dibagi dengan jumlah seéluruh SMP/MTs dikaiikan 100%.
tulig untuk setiap rombel o —

7 [Jumlah SD/MI yang memllikl % Adalah jumlah SD/M| yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi
satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepata
dengan meja dan kurst untuk sakolah/madrasah dan staf kependidikan lairnya sesual standar dibagl
setiap orang gury, kepala dengan jumiah 8alurub SD/MI dikalikan 100%.
sekalgh/madrasah dan staf
kependidikan lainnya I

8 |Jumiah SD/ME yang memiliki % Adalah jumlah SD/M| yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32
satu orang guru untuk setlap 32 peserta didik dibagi déngan jumtah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
pegerta didik N

¢ |Jumiah SD/MI yang memiliki 2 % Adalah jumiah SD/MI yang memiliki 2 orahg guru yang memenuhi
orang gury yang memenuhi kualifikasi akademik §1 atau D-IV dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI
kualifikasi akademik 5+t atau D- dikatikan 100%.

v

10 [Jumlah SMP/MTs yang meémiliki % Adalah Jumiah SMP/MTs yang memilikl guru yang memenuhi kualifikasi
guru yang memenuhi kualifikas: akademik 51 atau D-IV dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs
akademik 81 atau D-IV dikalikan 100%.

11 |Jumiah SD/MI yang memiiki 2 % Adalah jumilah SDAMI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki

orang guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik

sertifikat pendidik dibagi dengan jumiah seluruh S0/ dikalikan 100%.




12 [Jumlah SMP/MTs yang memliiki % Adalah jumlah SMP/MTg yang memliiki guru yang telah memitiki
guru yang telah memilikl sertifikat pendidik dibagl dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikallkan
sertifikat pendidik _ 100%.

13 [Jumiah Kepala SD/MI yang % Adalah Kepala SO/ yang berkualfikasl akademik 5-1 atau D-IV dan
berkualifikasi akademik S-1 atau tetah bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah séluruh kepata SD/MI
D-IV dan telah bersertifikat dlkalikan 100%.
pendidik _ _ L s L

14| Jumiah Kepala SMPIMTs yang % Adalah jumiah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akadamik 5-1 atau
berkualifikasl akademik S-1 stau D-IV dan tetah berserifikat pendldik dibagi dengan jumlah seturuh
D-iV dan telah bersertifikat kepala SMP/MTs dikallikar 1060%.
pendidik L . . o .

15 [Jumiah pengawas % Adalah Jumlah pengawas gekotah/madrasah yang berkualifikast
sekolatvmadrasah yang akademik S-1 alau D-IV dan telah bersérilfikat pendidik dibagi déngan
berkualifikasl skademlk S-1 atau Jumiah seluruh pengawas sekolah/madrasah dikalikan 100%.

DIV dan telah bergertifikat
pendidik . _ __ . _
23 |Perpustakaan 16 |Rasio pengunjung perpusiakaan| crang/ |Badan Perpustakaan, Arsip Adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dibagl
tahun  |dan Dokumentasi dengan jumiah orang dalam populasi yang harus dilayani (10-58thn),
24 |Kesehatan 4.1.2 |Meningkatnya mutu kesehatan | 1 |Cakupan Kunjungan Ibu Hamil % Dinas Kesehatan Adalah Jurniah [bu hamll yang telah memperoleh pelayanan antenatal
masyarakat K4 sesual standar minimal 4 kali dl satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagl dengan jumtah [bu hamil di satu wilayah keda dalam
kurun waktu yan sama dikallkan 100%.

2 |Cakupan Komplikasl kebldanan % Adalah jJumiah komplikas! kebidanan yahg mendsapat penanganan

yang ditangani definitlf di satu wilayah ketja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan
jumiah ibu dengan kompfikasi kebldanan di satu wilayah kerfa pada
. kurun waktu yany sama dikallkan 100%. _ .

3 |Cakupan pertolongan persalinan % Adalah Jumlah [bu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dl satu
oleh tenaga kesehatan yang wilayah kerfa pada kurun wakiu tertentu dibag! derigan Jumlah seluruh
memiliki kompetensi kebidanan ibu bersalin di 8atu wilayah kerja dalam kurun wakiu yang sama

dikalikan 100%. o .

4 |Cakupan pelayanan nlfas % Adatah Jumlah Ibu nifag yang telah memperoleh 3 kali pelayanah nifas
sesual standar di satu wildyah kerja pada kurun wakty tertentu dibagi
dengan jumiah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam Kurun wakiu
yang sama dikallken 100%. i .

§ |Cakupan neonatus dengan % Adalah Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertanganl dar satu

komplikas| yang ditangani wllayah kerja pada kurun waktu tertentu dl sarana pefayanan kesehatan
dibagi dengan jumtah neonatus dengan kompllkasi yang ada dengan
perkiraan 15 % bayl baru lahir darl satu wiiayah kerja pada kurun waktu
yang sama di sarana pelayanan kesehatan dikalikan 100%.

6 |Cakupan kunjungan bayi % Adalah Jumlah bayl yang mempearoleh pelayanan kesehatan sesusi
dengan standar (paling sedikit 4 kall) dl satu wilayah kerja pada kurun
wakiu tertentu dibagl dengan seluruh bayi [ahir hidup di satu wilayah
kerja dalam kurun wakiu sama dikalikah 100 %. )

7 1Cakupan Desa/Kelurahan UCI % Adalah Desa/Kelurahan dimana 2 80% dari Jumiah bayl yang ada dl

{Universal child Immunization) desa tersebut sudah mendapsat imunisasi dasar lengkap datam wakiu
satu tahun dibagl dengan seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja
dalam waktu yang sama dikalikan 100%.
8 |Cakupan pelayanan anak balila % Adalah fumtah anak balita (12 — 58 bulan) yang mémperoleh pelayanan

pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada
wakiu kurun tertentu dibagi dengan jumiah seluruh anak baiita (12 - 68
bulan) di satu wilayah kerfa dalam kurun waktu tertentu dikallkan 100%.




9 |Cakupan pemberian makanan % Adatah Jumiah anak usla 8 — 24 bulan darl Gakin yang mendapat MP-
pendamping ASI pada anak usla AS| di satu wilayah kerja pada kurun wakti tertentu dibagt dengan
8 - 24 bulan keluarga miskin jumilah seluruh anaX usla & — 24 bulan dari Gakin dl satu wltayah kerja

[dalam kurun wakiu yang sama dikalikan 100 %. .

10 |Cekupan balita glz) buruk % Adalah jumliah balita giz! buruk mendapat perawatan di sarana

mendapal perawatan pelayanan keséhaten dl satu wilayah kerja pada Xurun waktu teftentu
dibagl dengan Jumlah séluruh ballta gizl buruk yang ditemukan dl satu
witayah kerja pada kurun wakiu yang sama dikaflkan 100%.
11 [Cakupan penlaringan kesshatan % Adalah jumtah murld kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa
slswa SD dan setingkat kesehatannya melalul penjaringan kesehatan oleh tanaga kesehatan
atau tenaga terfatih (guru UKS/dokter kecll) disatu wilayah kerja pade
kurun wakiu tertentu dibagi dengan jumlah murid kelas 1 SD dan
setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikailkan
. 100%.

12 |Cakupan penemuan dan per Adalah Jumiah kasus AFP non Palio patla penduduk <16 tahun yang
penanganan penderita penyakit! 100.000 dilaporkan dl satu wilayah kerja pada kurun wakiu tertentu dibag!
Acute Flacid Paralysls (AFP) penduduk dengan jumiah Penduduk <15 tahun di 8atu wilayah kerja dalam kurun
rate per 100.000 penduduk < waktu yang sama dikallkan 100.000.

15 fehun . e

13 |Cakupan penemuan dan % Adalah Jumiah penderiia Pneumonia Balita yang yang ditangan! dl satu
penanganan penderita penyakit wilayah kerja pada kurun waktu satu tatiun dibagi dengan Jumiah
pnemonia balila perkiraan pendérta Pnsumonta Balita di $atu wildyah kerja pada kurun

, waktu yang sama dikalikan 100%.

14 |Cakupan penemuan dan % Adalah jumiah paslen baru TB BTA Posltlf yang ditemukan dan dlobati
penanganan paslen baru TB dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumiah perkiraan
BTA Positif pasien baru T8 BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun

dikalikan 100%.

15 |Cakupan penemuan dan % Adalah Jumiah penderﬂa OBD yang ditanganl 8esual standar
penanganan penderita DBD operasional progedur (SOP) d satu wilayah dalam wakty satu tahun
yang ditanganl dibagi dengan Jumiah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilaysh

dalam waktu satu tahun dikaliken 100%.
|yang sama

16 [Cakupan penemuanh dan % Adalah Jumiah penderita diare yang dailng "dan dﬂayanl dl sarana
penanganan penderita diare Kesehatan dan Kader dl suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

dibagi dengan Jumlah perkiraan penderita dlare pada suatu wilayah

tertentu dalam waktu yang sama dikalikan 100%, (Jumiah perkiraan
diasumslkan sabanyak 10% dari angka kesakiian diare dikali jurmiah
penduduk). .

17 |Cakupan Desa/kelirghan L] Adalah Jumiah kejadian Luar Biasa (KLB) dl Desa/ Kelurahan yang
mengalaml| KLB yang dllakukan ditanganl < 24 jam periode wakty tertentu dibagi dengan Jumiah
penyelidikan epldemiologl < 24 Kejadian Luar blasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Dasa/ Kelurahan
Jem pada periode wakiu yang sama dikalikan 100%.

18 [Cakupan pelayanan kesehatan % Adaiah jJumlah kunjungan pasien maskin pada sarkes strata 1 selama 1
dasar masyarakat miskin tahun (lama dan baru) dibagi dengan jumlah seluruh maskin di wilayah

kerfa dalam kurun waktu yang sama dikallkan 100%,

18 |Cakupan pelayanan kesehatan % Adalah jumtah kunjungan pasien maskin dl sarkes strata 2 dan 3 selama
rujukan paslen masyargkat RSUD 1 tahun (lama dan baru) dibagl dengan jumlah seluruh maskin di wilayah
miskin kerja datam kurun waktu yang sama dikallkan 100%.

20 |Cakupan pelayanan gawat % Adalah jumlah RS yang mampu memberikan palayanan gadar level 1
darurat level 1 yang harus dibagi dengan Jumiah RS kabupaten dikalikan 100%.
dibertkan sarana kesehatan
{RE)




25 |Keluarga Berencana 4.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga | 1 |Cakupan pasangan usla subur % Badan Keluarga Berencana  |Adalah jumiah kumulallf dari peserte KB yang teruis menerus
dan Keluarga Sejahtera kecll sejahtera menjadi peserta KB Aktif dan Pemberdayaan menggunakan alat kontrasepsi ditambah jumiah peserta KB baru dibagl
Perempuan dengan jumiah séluruh pasangan usia subur dikallkan 100%. indikator
il Juga digunaken oleh bidang kesehatan dengan nama "cakupan
peserta KB akllf', dimana perhitungan fumusnya sama.

2 |Rasio petugas lapangan % Adalah jumiah patugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB)
KB/penyuluh K8 (PLKB/PKB) di - dfibandingkan dangan jumiah penduduk Desa/Kelurahan dikalikan 100
setiap desakelurahan _ %. ,,,,, .

28 1Kepemudaan dan 4.1.4 |Meningkatnya peran serta 1 |Persentase organisas| pemuda % Dinas Pemuda, Qlahraga dan JAdalzah jJumiah arganisasi/kelompek pemuda yang aktf dibagi dengan
Qlahraga pemuda dan prestasl olah raga yang aktif Periwisata |umiah seluruh erganisasikelompok pamuds dikallkan 100%.
2 |Lapangan olahraga per 1000 unit Adalah jumlah lapangan clahraga milik pameriniah daerah dibagh
_ ) penduduk _ 1 dengan jumiah penduduk dikatkan1.000.
27 |Soslal 4,21 {Meningkatnya perlindungan 1 |Peraentase PMKS yang % Dinas Sosial, Tenaga Kerja Adalah jumtah PMKS yang memperoieh bantuan “sosial dibagl dengan
sosial kepada masyarakat memperoleh bantuan sosial dan Transmigras! jumlah PMKS yang seharuisnya memparoleh bantuan sosial dikallkan
untuk psmenuhan kebuiuhan 100%.
dasar _ s o — _ . -

2 |Persentase panti sosial yang % Adalah jumtah pantl sosial yang menyediakan sargna prasarang
menyediakan sarana prasarans pelayanan kesos dibagi dengan jumiah pantl 6osial yang seharusnys
pelayanan kessjahteraan soslal menyedlakan 4arana prasarana kesos dikallkan 100%.

3 |Persentase PMKS yang % Adalah Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pembendayaan
menerima program masyarakat mefalul KUBE atau kefompok gosial ekonomls sejenis dibagl
pemberdayaan sosigl melatul dengan jumish PMKS yang seharusnya menjad| pesarta program
KUBE atau kelorpdk soslal pemberdayaan masyarakat melalul KUBE atau kelompok sosial ékonom|

| |lenis Iainnya Sefenis dikalikan 100%.

4 |Presentase penyandang cacat % Adalah jumiah penyandang cacat fisik dan memal serta lansia tidak
fistk dan mantal, serta lanjut usia potensial yang télah menerima jaminan soslal dibagl dengan jumiah
tidak potensial yanp telah panyandang cacat fislk dan mental, serta lansia tidak potensial yang
menerima jaminan soglal seharusnya menerima jaminan sosial dikallkan 100%.

§ |Perseniase korban bencana % Badan Penanggulangan Adalah jumtah kofban bencana yang menerima bantuar soslal selama masa
yang menerima bantuan soslal Bencana Daerah tanggap darurst dalam satu tshun dibag! dengan Jumlah korban bencana yang
selama masa tanggep darurat Teog;msm mengafima bantuan saslal selama masa {anggap darurat dikalikan

6 |Persentase korban bencana % Adalah Jumiah korban bencana yang diavakuasi dengan menggunakan
yang dievakuasi dengan Sarana prasarana tenggap darurat dibagl dengan fjumiah korban
menggunakan sarana prasarana bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana
tanggap darurat lengkap prasarana tanggap darurat dikali 100%.

28 {Pembardayaan 4.2.2 {Meningkatnya perllndungan 1 |Rasie KDRT per 1.000 %o Badan Keluarga Berencana  {Adalah Jumiah kasus KDRT dibagl dengan jumlah rumah tangga
Perempuan dan pada perempuan dan anak penduduk dan Pemberdayaan dikallkan 1.000.
Pertindungan Angk 2 {Partisipasi perempuan di % Perempuan [Rcalah | pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagl dengén ]urnlah
lembaga pemerintah pekerja perempuan dikafikan 100%.

3 tPartislpas| angkatan kerja % Adalah jumiah parisipas! angkatan kerja perempuan dibagi dengan
perempuan umtah angkatan kerja perempuan dikalikan 100%.

4 |Penyelesalan pengaduan % Adalah jumlah pengaduan perindungan perempuan dan anak yang
perindungan parempuan dan terselesalkan dibagl dengan jumlah pengaduan perindungan
anak dari indakan kekerasan perempuan dan anak dikabkan 100%,




Otbaomi daerah,

29 4.2.3 |Terwujudnya masyarakat maju Rasio tempat ibadah dengan unit Sekretariat Daerah Adalah jumlah fumah ibadah dibandingkan dengan 1.000 penduduk.
pemerintahan umum, yang berakhiak mulia pénganutnya
administrasi keuangan
daerah, perangkat
daérah, kepegawalan
dan persandian

30 |Otonomi daerah, 5.1.1 [Meningkatnys kualitas Pénihgkatan pendapatan asli % DPPKAD Adalah iumlah PAD tahurt Ini dikurangi Jumlah PAD tahun laly dibag
pemerintahan umum, pengetolaan keuangan dan asst daerah dengan jumlab FAD tahun [alu dikalikan 100%.
administrasi keuahgan daerah SKPD pencatatan asetnya tertib % Adalah jumlah SKPD yang pencatatan asetnya gesuai peraturart
daerah, perangkat pengelolaan aget dibagi dengan jumiah s&lurull SKPD dikalikan 100%.
daerah, kepegawaian N e o o .
dan persandian SKPD menyusun laporan % Adalah jumlah SKPD yang lapcran keuangannya sesuai SAP dibagi

. keudngan sesuai AP B dengan jJumilah asluruh SKPD dikalikan 100%. _

5.1.2 |Meningkatrya kuaiitas Temuan BPK RI yahg % Inspektorat Adalah jumlah temuan BPK Rl yang ditihdaklanjuti dibagi dengan jumlah

pengawasan ditindaklanjuti {emuan BPK Ri sampai déngan akhir tahun dikalikan 100%.
Temuan hasll pengawasan % Adalah jumtah témuan APIP (BPKP, Irjen) yvang ditindaklanjuti dibagi
lalnnya yang ditindakian]uti dengan jumiati iemuan APIP (BPKP, Irjen) sampal dengan akhir takun
e dikalikan 100%. ———— e o
SKPD yang meningkat kinérja % Adalah jumtiah SKPD yang kinerja LAKIP-fiva méningkat dibagi déngan
. . LAKIP-nya umlah sefuruh SKPD dikalikan 100%.
31 [Kependudukan dan 5.1.3 [Meningkatnya kualitas Jumlah penduduk ber-KTP % Dinas Kependudukan dan Adalah jumiah penduduk usia > 17 yang ber KTP dibagi dengan Jumnlah
Catatan Sipil pelayanan administrasi _ Catatan Sipil pénduduk usia >17 atau telah menikah dikalikan 100 % -
kependudukan Bayl berakte kelahiran % Adalah jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi dengan
— — [jumlah keseluruhan bayl ahir dikallkan 100%
Kepemitikan Akta kélahlran pér %0 Adalan jumiah penduduk yang mermpunyai akté kélahiran dibagl dengan
1.000 penduduk jumlah penduduk dikalikan 1.000.
Persentase pasangan berakte % Adalah Jurah pasangan nikah berakte mkah dlbagt dengan jumlah
nikah késeluruhan pasangan nikah dikalikan 100%.

32 |Otenomi daerah, 5.1.4 JMeningkatnya kualitas Persentasa Raperda yang % Sekretariat Daerah Adalah jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD délam setahun dibagl
pémerintahan umum, penyetenggaraan pemeriniahan disetujui DPRD pertahun dengan jumliah RAPERDA yang diusulkan pada tahun yang sama
adminisirasl keuangan daerah . dikalikan 100%. I
daerah, perangkat Kepuitugan DPRD yarig % Sekretafiat DPRD Adalah Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklenjuti oleh DPRD dibagi
daerah, kepegawaian ditindaklanjutl oleh Pemda jumlah keputusan DPRD yang dihasiikan dalam tahun 2012 x 100%
dan persandian N - N

Pejabat yang {elah inémenuhi % BKD Adalah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan
persyaratan pendidikan pelatihan kepefiimplinan dibagi dengan jumlah total pejabat yang ada
Ipelatihan kepemimpinan_ dikalikan 100%.
Pejabat yang telah mémenuhi % Adatah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dlbag|
persyaratan kepangkatan dengan jumlah jotal pejabat vang ada dikalikan 100%.
Persentase izin terbit sesuai % Badan Pelayanan Perizinan  |Adalah jumlah Surat izin yang terbit sesual standar yang ditetapkan
standar dan Penanaman Modal dibagi dengan jumlah défuruh surat Izin yang terbit dalam 1 tahun
i — ) dikalikan 100%,
33 |Kearsipan Tingkat penerapan pengelolaan % Badan Pérpustakaan dan Arsip Adaiah Jumlah SKPD yang menerapkan pengslolaan arsip sacara baku
arsip secara baku Daerah dibagi dengan jumlah semua SKPD dikalikan 100%.
34 |Pertanahan Persentase lahan bersertifikat % Sekretariat Daerah Adalah iuas lahan berseriifikat di suatu daerah dibagi dengan luas

lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah dikalikan 100%.




32 |Perencanaan 521 [Meningkatnya kualitas Keselarasan piogram nasional % Badan Perencanaan Adalah Jumiah program RPJMD yang selaras dengan program nasional
Pembangunan perencanaan pembangunan dengan RPJMD Pembangunan Daerah dibagi dengan |umiah program nastonal dlkalikan 100%.
daerah Penjabaran Program RPJMD ke % Adalah jumlah program RKPD yang selaras dengan program RPJMD
dalam RKPFD dibagi dengan jumlah program RPJMD dikalikan 100%.
Tingkat pemenuhan dokumen % Adalah dokumen perencanaan yang tersedia dibagi dengan dokumen
perencanaan perencanaan yang seharusnya tersedia pada pemerintah daerah setiap
tahun dikalikan 100%. (RPJMD, IKU, RKPD, KUA-PPAS, Penetapan
Kinerja) .
33 |Statistik Tingkat pemenuhan dokumen % Adalah dokumen statistik yang tersedla dibagl dengan dokumen statistik
statistik daerah yang seharusnya tersedia pada pemerintah daerah seflap tahun
dikatikan 100%. (Dokumen statistlk yang seharusnya tersedia adalah
Buku PDRB, Buku Kabupaten Datam Angka, ....... )
34 [Kesatuan Bangsadan |[5.2.2 |Meningkatnya wawasan Penyelesaian pelanggaran K3 % Kantor SATPOL PP Adalah Jumiah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
Palitik Dalam Negeri kebangsaan dan politik (ketertiban, ketentraman, kelndahan} dibagl dengan Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban,
masyarakat keindahan) di Kabupaten ketentraman, keindahan) dikalikan 100%.
Jumlah Polisi Pamong Praja per | orang Adalah Jumlah Polisi Pamong Praja dibagi dengan Jumlah penduduk
10.000 penduduk dikalikan 10.000.
Rasio Pos Siskamling per % KESBANGPOL & LINMAS Adalah jumlah Pos Siskamiing dibagi dengan jumlahdesa/kelurahan
jumlah desa/kelurahan dikalikan 100 %.
Jumiah Linmas per 10.000 orang Adalah jumtah Linmas dibagi dengan jJumlah penduduk dikalikan 10.000.

penduduk
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